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DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 teatang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96b Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang — Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik {Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53537);

5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahunr 2024 Nomor 385);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknelogi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 703);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Menengah Nomeor ! Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah; dan

fungsi tentang sistem dan prosedur layanan
informasi;

2. Mengetabui mgas dan fungsi tentang struktur organisasi Kementerian
Pendidikan [dasar dan Menengah;

3. Memahami informasi bidang pendidikan dasar dan menengah

4, Memahami jenis informasi terbuka dan informasi dikecualikan

5. memahami prosedur operasional standar yang berlaku

6. mengetahui tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (T1K)

7. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan mampu memberikan sclusi:
dan

8. Mampu mendokumentasikan informasi yang akurat dan benar

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 23 Tahun 2025 termntang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Prosedur Opersioual Standar Permintaan Informasi Publik 2. Komputer/Laptop

i 3.Jaringan internet

‘ 4. Aplikasi
5.Media Penyimpanan
6.Meja, kursi, dan alat tulis kantor
7.Mesin Fotocopy
8.Printer dan alat pemindai (scanner)

b

i

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pos ini berpengaruh kepada pos lainnyva. Apabila POS ini tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan POS lain yang berkaitan
akan terganggu

Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan atau manual (hacdcony)
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